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T PEMERINTAH KOTA JAMBI
OF SEKRETARIAT DAERAH

JIn. Jend. Basuki Rahmat No. 1 Kota Baru Telp. (0741) 42386
JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 93 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20
ayat (2) huruf a Peraturan Wali Kota Jambi Nomor
40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, menyatakan Bagian
Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menyelenggarakan  fungsi  sebagai  berikut:
penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jambi tentang
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi
Tahun 2025-2029.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6961);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



10.

11.

12.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
435);

. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi
Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025
Nomor 5);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045.
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025~
2029;

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025
Nomor 3);

13. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 35 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota
Jambi Tahun 2025 Nomor 35);

14. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat
Daerah Kota Jambi (Berita Acara Kota Jambi
Tahun 2021 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-
2029.

: Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kota Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah
ini.

: Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam

diktum  KESATU menjadi pedoman = dalam
penyusunan Rencana Kerja dan penentuan program,
kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Sekretariat
Daerah Kota Jambi.

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU disampaikan kepada Kepala Badan
Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Jambi untuk dapat dimuat dalam
Peraturan Wali Kota Jambi tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kota Jambi.

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

_——Ditetapkan di Jambi
W TA pada tanggal 48 November 2025
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-
Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029
ini dapat diselesaikan sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program
serta kegiatan Sekretariat Daerah Kota Jambi selama lima tahun ke depan.
Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta sebagai upaya menjabarkan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun
2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang
lebih operasional di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Renstra ini disusun melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan, baik internal Sekretariat Daerah maupun perangkat
daerah terkait lainnya, guna memastikan keselarasan antara prioritas pembangunan
daerah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Di dalam
dokumen ini telah ditetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta
target capaian yang terukur dan realistis untuk diwujudkan dalam kurun waktu lima
tahun mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat
berbagai keterbatasan, baik dalam hal data, informasi, maupun prediksi perubahan
lingkungan strategis ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh
pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini dapat
menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), pelayanan publik yang prima, serta pembangunan Kota Jambi

yang berkelanjutan dan berdaya saing.

_ Jambl November 2025

Kata Pengantar | i
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Perangkat Daerah harus
mempunyai Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran
dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Jambi, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra
ini disusun sebagai instrumen perencanaan kinerja jangka menengah yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan.

Renstra Perangkat Daerah disusun untuk memberikan arah strategis
pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, memastikan efektivitas
pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta menjadi dasar penyusunan
Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah. Oleh karena itu, Renstra yang
terstruktur dan terukur, diharapkan perangkat daerah mampu meningkatkan
kinerja pelayanan publik, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (AKIP).

Renstra Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 disusun sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah dimulai Tahun 2025
sampai dengan tahun 2029. Selanjutnya, Renja Sekretariat Daerah akan menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA SKPD) yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum yang melatar belakangi maupun yang menjadi landasan
dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi adalah
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi
Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146,
Tambahan Lembaran Negara Republik In?onesia Nomor 6961);

o=
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10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2286);

Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 180)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

\ " ), ¢ 0 0
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1787);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Nomor 10);
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun ; Nomor );
i
&égiﬁ?&w



21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025 — 2045.
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10);

22.  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Jambi
Tahun 2024 Nomor 5);

23.  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5);

24.  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029;

25.  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

26. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Jambi
Tahun 2025 Nomor 35);

27.  Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat

Daerah Kota Jambi

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi
Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang
memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Sekretariat Daerah dalam periode lima tahun. Dokumen ini menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan
pembinaan perangkat daerah, agar berjalan secara terarah, terukur, efektif, dan
akuntabel.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan perencanaan

antara Sekretariat Daerah dengan visi dan mLsi Kepala Daerah sebagaimana

s
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tercantum dalam RPJMD, serta sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja
melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah
agar dimilikinya dokumen perencanaan selama periode tahunan 2025-2029 yang
akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada
seluruh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mendukung
pencapaian RPJMD Kota Jambi sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung
terwujudnya pencapaian Target Kinerja Pemerintah Kota Jambi guna
mendukung terlaksananya RPJMD Kota Jambi.

SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan naskah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota
Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini Menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum,
maksud dan Tujuan Serta Sistematika Penulisan.
1.1 Latar Belakang
Dalam Latar Belakang akan diuraikan tentang urusan yang
dikelola oleh PD serta arti pentingnya dari tiap urusan untuk
upaya peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Jambi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota
Jambi agar lebih terarah dan terpadu dalam penyiapan target
kinerja selama RPJMD berjalan.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanan dan
penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan
Menggambarkan maksud dan tujuan disusunnya rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi sebagai sarana untuk
mencapai atau mewujudkan RPJMD Kota Jambi yang telah

disepakati dalam Kinerja Penye!enggaraan Pemerintah Daerah.

[
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14 Sistematika Penulisan
Memberikan gambaran substansial yang akan di tampilkan
dalam renstra dengan menyebutkan judul-judul tiap Bab yang
ada pada Renstra serta menguraikan substansi pokok dalam tiap
babnya.

BAB I : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
Bab ini Menjelasakan Tugas, Fungsi Dan Struktur
Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Sekretariat Daerah
Menguraikan tentang tugas dan fungsi PD mulai dari

Kepala Perangkat Daerah sampai dengan eselon terendah
dalam perangkat Daerah.
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Menguraikan tentang ringkasan sumber daya yang dimiliki
oleh PD dalam rangka menjalankan kewenangannya antara lain
SDM, aset dan anggaran yang digunakan.
a. Susunan Kepegawaian
b. Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Pada bagian ini menunjukan tingkat capaian Kkinerja
perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra
Perangkat Daerah periode sebelumnya.
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran yang akan diberikan pelayanan oleh
Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam meningkatkan Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mendukung RPJMD Kota
Jambi.

2.2 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Menjelaskan pelaksanaan pelayanan (program) PD

diharapkan berhasil mewujudkan kondisi tertentu, sehingga
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bagian ini menyebutkan penyebab belum terwujudnya kondisi
ideal yang dicita-citakan.
Isu Strategis Sekretariat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan isu strategis atau
permasalahan utama yang akan diselesaikan melalui Renstra

Perangkat Daerah pada periode yang direncanakan.

: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan
dansasaran jangka menengah Perangkat Daerah serta
menjelaskan bagaimana keterkaitan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat daerah dengan Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Jambi sehingga terlihat keselarasan program dan
kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan Daerah.

Tujuan Dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
Strategi

Pada bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Arah Kebijakan
Pada bab ini menjelaskan rumusan pernyataan arah

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini menjelaskan dan merumuskan program,
kegiatan, subkegiatan dan indikator kinerja perangkat daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
perangkat daerah selama lima tahun kedepan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah

Pada bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Kinerja Penyelenggaraan Bidarlg Urusan

-
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Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi.

: PENUTUP

Pada bagian penutup merupakan intisari dari semua yang
dijabarkan dalam Renstra Sekretariat Daerah terkait
menjalankan Program dan Kegiatan yang ada di lingkup
Sekretariat Daerah Kota Jambi yang berisi juga catatan penting
Dokumen Renstra 2025-2029 ini sebagai acuan pelaksanaan
program/kegiatan, kaidah-kaidah Pelaksanaan yang ditetapkan
dan rencana tindak lanjut untuk memastikan kelanjutan dan

perbaikan program.

i
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi mengacu pada
Peraturan Walikota Jambi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota
Jambi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah.

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawabhi :
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
a) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
Bagian Hukum ;

4. Bagian Kerja Sama.

C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawabhi :
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam ;

2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan.

D. Asisten Administrasi Umum, membawabhi :
1. Bagian Umum, membawahi :
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
2. Bagian Organisasi ;
3.  Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawabhi :

a) Sub Bagian Protokol.
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4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

D. Pejabat Fungsional Tertentu.

Disamping itu Walikota dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh
Staf Ahli Walikota yang pelaksanaan tugasnya secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli Walikota, terdiri dari :

1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

3) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan unsur staf (middle line) dipimpin
oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota.

Sekretariat Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok dan kewajiban
membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 40 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
pada Sekretariat Daerah Kota Jambi, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan
tugasnya Sekretariat Daerah Kota Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

a 0 T w

Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Instansi

Daerah;

b
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Berikut disampaikan bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi :

I 11
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Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi sebagai berikut :

SEKRETARIS DAERAH
Staf Ahli Walikota Bidang
Kelirsl:)o:ii:;?tan Pemerintahan, Hukum dan
gsional Pl

Staf Anli Walikota Bidang

Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan
Staf Anli Walikota Bidang
Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN ASRTEN ADHNISTRASI b
[ I
I | | | | | | |
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN TATA BAGIAN PROTOKOL DAN BAGIAN PERENCANAAN
PEVERINTAHAN BAGIAN HUKUM KESEJAHTERAAN BAGIAN KERJA SAMA PEREKONOMIAN DAN BAGIAN PBJAP BAGIAN UMUM BAGIAN ORGANISASI KOMUNIKAS! PIMPINAN DAN KEUANGAN
RAKYAT SDA
. — Sub Bagian Tata Usaha
Stb Bag'?" . Pimpinan, Staf Anli dan Sub Bagian Protokol
Kewilayahan !
Kepegawaian
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Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3

(tiga) asisten, yang terdiri dari :

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam Bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan
Rakyat, Hukum dan Kerja sama serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugasnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan daerah di Bidang Tata Pemerintahan, Hukum dan
Kerja Sama;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di Bidang Tata
Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerja Sama;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Tata
Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerja Sama;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawabhi :

A. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan
urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan
otonomi daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Tata Pemerintahan mempunyai
fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

ofin
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b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerabh;

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.
Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas
membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam urusan
administrasi kewilayahan dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja sub bagian administrasi kewilayahan;

b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan,
penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah
kecamatan dan/atau kelurahan;

c. Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan,
kelurahan serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota
kecamatan;

d. Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;

e. Menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
Melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pertanahan;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang administrasi kewilayahan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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B. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam
melaksanakan urusan di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program kerja dan Kkegiatan bagian
kesejahteraan rakyat;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

C. BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan urusan
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Hukum mempunyai fungsi sebagai
berikut :

£
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a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

D. BAGIAN KERJA SAMA

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan urusan
di bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan
evaluasi kerja sama serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya, Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi
daerah kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan
evaluasi kerja sama;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang fasilitasi daerah kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama
luar negeri dan evaluasi kerja sama,

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang fasilitasi daerah kerja sama dalam negeri, fasilitasi
kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang fasilitasi daerah kerja sama dalam negeri, fasilitasi

kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;

£
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e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
fasilitasi daerah kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar
negeri dan evaluasi kerja sama;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam bidang perekonomian, sumber daya
alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa, serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Untuk melaksanakan tugasnya Asisten Perekonomian dan

Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian, sumber daya alam dan administrasi pembangunan;

b.  Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan
dan pengadaan barang/jasa,;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,
pengadaan barang/jasa;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
A. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam
melaksanakan urusan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
pengendalian distribusi perekonomian dan sumber daya alam,

perekonomian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
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sesuai dengan bidang tugasnya, untuk melaksanakan tugasnya Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan
dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Pengendalian Distribusi
Perekonomian dan SDA;

b. Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian perumusan kebijakan
dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan Pengendalian Distribusi
Perekonomian dan SDA;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyiapan bahan penataan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD,
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan
Pengendalian Distribusi Perekonomian dan SDA,;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD,
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dan
Pengendalian Distribusi Perekonomian dan SDA,;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

B. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten
Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan urusan di bidang
pengelolaan pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan
advokasi pengadaan barang/jasa serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk
melaksanakan tugasnya Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi

Pembangunan mempunyai fungsi :
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a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bagian pengadaan
barang/jasa dan administrasi pembangunan;

b.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang/jasa;

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa dan administrasi
pembangunan, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa dan administrasi
pembangunan, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa dan administrasi
pembangunan, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam Bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan
serta Perencanaan dan Keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Asisten Administrasi Umum mempunyai
fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi

pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
c. Pengkoordinasian pelaksana tugas perangkat daerah di bidang

organisasi;
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d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan
keuangan;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta
perencanaan dan keuangan;

f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil
negara;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.
Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. BAGIAN UMUM
Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan di bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Umum
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga,

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Umum terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian yaitu :
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam
urusan tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, dengan
rincian tugas sebagai berikut :
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a. Menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha pimpinan, staf
ahli dan kepegawaian;

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang
meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian
dan rapat-rapat dinas;

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha
umum, persuratan, kepegawaian dan rapat-rapat dinas;

d. Melaksanakan pengelolaan kearsipan;

e. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Staf Ahli
Walikota;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

2. BAGIAN ORGANISASI
Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui Asisten

Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan di bidang kelembagaan

dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan

reformasi birokrasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas,

Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;

b. Pelaksanaan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi;

c. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
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e. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya
dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan
kepegawaian, pelayanan publik dan peningkatan kinerja organisasi;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

3. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan urusan di

bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
pimpinan;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
pimpinan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian
yaitu :
1. Sub Bagian Protokol
Sub bagian protokol mempunyai tugas membantu Kepala
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam urusan protokoler,
dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bagian protokol;

£
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b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan acara,
penyelenggara upacara dan rapat-rapat serta fasilitasi
penerimaan tamu negara dan perwakilan negara sahabat;

c. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu
pemerintah daerabh;

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;

e. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

f. Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;

g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah,;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas

tugas dan fungsinya.

2. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
melalui Asisten Administrasi Umum dan mempunyai tugas membantu
sekretaris daerah melalui asisten administrasi umum dalam melaksanakan
urusan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan,
keuangan dan pelaporan;
b. Pengkoordinasian penyusunan dan pengelolaan rencana anggaran
belanja dan rencana perubahan anggaran belanja;
Penyusunan pedoman dan pengendalian penatausahaan keuangan;
d. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan realisasi anggaran belanja
Sekretariat Daerah;
e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan;
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f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

D. PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau

administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

STAF AHLI WALIKOTA

Staf ahli walikota berkedudukan sebagai unsur pembantu Walikota dalam
memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang
tugasnya. Staf Ahli Walikota terdiri dari :
1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2.  Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3.  Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Staf Ahli Walikota mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pemberian telaahan mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. Pelaksanaan pemberian telaahan mengenai Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan;

c. Pelaksanaan pemberian telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia,;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai
tugas baik diminta dan atau tidak diminta memberikan saran, masukan,
pertimbangan, telaahan, dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan
dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yang meliputi :
a. Pengembangan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum
dan otonomi daerabh;
b.  Administrasi pemerintahan daerah dan administrasi umum;
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Kerja sama antar daerah;

Pertanahan/keagrariaan dan batas wilayah;

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Ketentraman dan ketertiban;

Penyelenggaraan pelayanan publik;

Kelembagaan dan keinspektoratan;

Pembinaan pedagang kaki lima;

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan polisi pamong praja;
Hukum dan peraturan perundang-undangan;

Penegakan hukum dan masalah hak azazi manusia;

Penyelesaian sengketa pemerintah daerah;

Hubungan antar lembaga dan politik serta pendidikan politik;
Pemerintah kecamatan dan kelurahan;

Pembinaan kehidupan berbangsa, bernegara dan perlindungan
masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan,

Hukum dan Politik, melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a.

Mengumpulkan bahan dan data-data terkait dengan perkembangan situasi
Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai bahan telaahan;

Melakukan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat terkait
dengan dinamika dan perkembangan dibidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik;

Melakukan telaahan dan analisa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh
dinamika perkembangan Pemerintahan, Hukum dan Politik yang
berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Menyusun konsep pemikiran telaahan bidang pemerintahan, hukum dan
politik untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan

kebijakan yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai

tugas baik diminta dan atau tidak diminta memberikan saran, masukan, pertimbangan,

telaahan, dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota
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untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ekonomi dan keuangan

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi :

a. Pengembangan potensi ekonomi daerah;

Perekonomian, penanaman modal dan pelayanan terpadu;
Peningkatan sektor perindustrian, perdagangan dan jasa;
Ketenagakerjaan, koperasi dan UKM;

Pertanian dan ketahanan pangan;

- 0o 2 o T

Pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah;
Pengelolaan keuangan dan aset daerah;

> @

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Badan usaha milik daerah;

J- Perencanaan dan pembangunan daerah;

k. Pekerjaan umum dan penataan ruang perkotaan;

l. Pengembangan prasarana dan sarana fisik perkotaan;
m. Pengembangan transportasi perhubungan;

n.  Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
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a. Mengumpulkan bahan dan data-data terkait dengan perkembangan situasi
ekonomi, keuangan dan pembangunan daerah sebagai bahan telaahan;

b.  Melakukan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat terkait
dengan dinamika dan perkembangan dibidang ekonomi, keuangan dan
pembangunan daerah;

c. Melakukan telaahan dan analisa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh
dinamika permasalahan ekonomi, keuangan, pembangunan dan
pengelolaan  keuangan daerah yang berpengaruh  terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. Menyusun konsep pemikiran telaahan ekonomi, keuangan dan
pembangunan untuk disampaikan kepada walikota sebagai bahan
pertimbangan kebijakan yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh

pemerintah daerah.
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3. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyaraktan dan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas baik diminta dan atau tidak diminta memberikan saran, masukan,

pertimbangan, telaahan, dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis

kepada Walikota untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

kemasyarakatan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, yang meliputi :

a.

- 0o 2 o T
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Penyelenggaraan pendidikan;

Penyelenggaraan kesehatan;

Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
Kearsipan dan perpustakaan;

Sosial, keagamaan dan kesejahteraan rakyat;

Kepemudaan dan olahraga;

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
Penanggulangan kebakaran dan bencana;

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
Pengembangan potensi budaya daerah melayu jambi;
Pengembangan kepariwisataan, ekonomi kreatif dan infrastruktur
kepariwisataan;

Humas dan keprotokolan;

Tata laksana dan perdayagunaan aparatur.

Dalam melaksanakan tugas, staf ahli walikota bidang kemasyarakatan dan

sumber daya manusia, melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a.
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Mengumpulkan bahan dan data-data terkait dengan perkembangan situasi
kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan telaahan;
Melakukan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat terkait
dengan dinamika dan perkembangan kemasyarakatan dan sumber daya
manusia,

Melakukan telaahan dan analisa terhadap dampak yang ditimbulkan oleh
permasalahan kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang

berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
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2.1.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH

Menyusun konsep pemikiran telaahan dibidang kemasyarakatan dan

sumber daya manusia untuk disampaikan kepada walikota sebagai bahan

pertimbangan kebijakan yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh

pemerintah daerah.

a. Susunan Kepegawaian Susunan Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota

Jambi pada kondisi Desember 2024 berjumlah sebanyak 233 (dua ratus tiga

puluh tiga) orang. untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

NO JABATAN GOL. | GOL. | GOL. | GOL. | JUMLAH
I Il i IV | PEGAWAI
1. | Sekretaris Daerah  Kota 1 1
Jambi
2. | Staf Ahli Walikota 3 3
3. | Asisten Setda Kota Jambi 3 3
4. | Kepala Bagian 10 10
5. | Kepala Sub Bagian 3 3
5. | Jabatan Fungsional Tertentu 73
6. | Jabatan Fungsional Umum 142
JUMLAH 235

Sumber Data : Bagian Umum Setda Kota Jambi
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Tabel 2

Komposisi pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO. JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH ASN
PNS PPPK

1. s3 5
2. S2 24 5
3. S1 50 o
4. D4 3
5. D3 5 >
6. SMA 26 43

JUMLAH 117 118

Sumber Data : Bagian Umum Setda Kota Jambi

b. Sarana dan Prasarana Perkantoran
Sekretariat Daerah Kota Jambi memiliki dukungan sarana dan prasarana

perkantoran yang meliputi :

Tabel 3
Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran
NO JENIS ASET LUAS/JUMLAH
1. | Tanah 1.074.899 M2
2. | Portable Generating Set 1
3. | Mesin Genset 4
4. | Pompa Zet Pump 13
5. | Alat Angkutan Roda 2 83
6. | Alat Angkutan Roda 4 60
7. | Alat Bengkel dan Alat Ukur 25
8. | Alat Pertanian 3
9. | Alat Kantor Rumah Tangga 4567
10. | Alat Studio dan Komunikasi 613
11. | Alat Kedokteran 6
12 | Alat Keamanan -
13. | Bangunan Gedung 120
14. | Buku Perpustakaan 53
15. | Barang Bercorak Kesenian 72
16. | Tanaman Hias Lindung 101
-



17.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

61

18.

Aset Lainnya

o1

Sumber Data : Bagian Umum Setda Kota Jambi

2.1.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Jambi sebagai fasilitator dan advisor dalam rangka

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) maka melalui masing-

masing bagian berupaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah guna mewujudkan tertib administrasi

pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mendukung hal dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan Sekretariat

Daerah yang terdiri dari :

a. Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan, Hukum, Kerja Sama dan

Kesejahteraan Rakyat;

b. Penyelenggaraan Koordinasi, Pengawasan, Pengendalian, Pembangunan dan

Perekonomian dan SDA pada Lingkup Sekretariat Daerah;

c. Pengkoordinasian Administrasi Umum, Organisasi, Keuangan, Perlengkapan,

Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah, Pembinaan Administrasi dan Aparatur

Pemerintah Daerah.

Berikut ini disampaikan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan

sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah Kota Jambi periode 2020-2024 :
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Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Jambi

TARGET RENSTRA

REALISASI RENSTRA

RASIO CAPAIAN RENSTRA

NO KINERJIA INDIKATOR KINERJA
PELAYANAN OPD 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 Prestasi EKPPD Sangat Sangat Sangat Sangat N/A N/A NA N/A N/A NA N/A N/A
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Meningkatkan efektifitas
tata kelola
penyelenggaraan bidang
| [pemerintahan, humas,
hukum dan kerjasama Persentase perjanjian 90% 91,67% 92,86% 93,75% 90% 166,67% 100% 100% 100% 75% 7% 6%
kerjasama yang
diimplementasikan
2 [Meningkatkan efektifitas |Komponen standar UKPBJ 6% 50% 80% 80% 40,50% 50% 57% 62,50% 34,50% 100% -23% -18%
tata kelola
penyelenggaraan
pemerintah daerah
bidang ekonomi,
administrasi
pembangunan dan kesra
3 |Meningkatkan efektifitas |Rata-rata IKM B B B A (88) C C B B (85,68) 97% N/A N/A -2,32
tata kelola
penyelenggaraan
pemerintah daerah
bidang administrasi
umum, kelembagaan
dan pelayanan publik
4 |Meningkatkan efektifitas |Skor Kinerja 2,7 3,0226 0,3226
tata kelola Penyelenggaraan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah
pemerintah daerah di
Lingkup Sekretariat
Daerah Kota Jambi
Indeks Reformasi Hukum 70 N/A N/A
Nilai SAKIP 68,35 68,64 0,29
Indeks Pelayanan Publik 3,9 3,96 0,06
5 [Meningkatkan kualitas  |Persentase tingkat 75% 66,50% -9%
BUMD dan BLUD dalam |kesehatan BUMD dan BLUD
kategori sehat
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Di lihat dari tabel T-C. 23 dapat di analisis dari keseluruhan indikator

menunjukkan bahwa:

1. Kinerja penyerapan anggaran sangat baik, dengan capaian di atas target

selama tiga tahun berturut-turut.

2. Indikator Nilai SAKIP mengalami peningkatan signifikan, meskipun target 2024
belum sepenuhnya tercapai.

3. Indikator Indeks Pelayanan Publik menunjukkan tren positif yang konsisten.

4. Tindak lanjut rekomendasi audit semakin membaik, meski masih perlu

peningkatan untuk mencapai level optimal.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah pada periode 2020-2024
menuju arah yang positif, terutama dalam efektivitas pelaksanaan anggaran,
penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan. Terkait dengan Indikator
yang belum mencantumkan hasil realisasi dikarenakan proses pelaporan masih
berlangsung dan akan kembali dikoordinasikan dengan bagian penanggungjawab

indikator tersebut.

Selanjutnya terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Jambi, pada periode 2020-2024 disajikan pada Tabel T-C.24
berikut:

Il | 32 ‘!'{ RENCANA STR/ 025-2029



Tabel

T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Jambi

Anggaran pada tahun ke-
NO URAIAN
2020 2021 2022 2023 2024
A |BELANJA DAERAH 49.105.174.325 | 66.864.707.149 | 68.269.806.788 | 72.447.579.071 | 71.845.569.394
1 | - BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.184.845.575
2 | - BELANJA LANGSUNG 49.105.174.325
3 | - BELANJA OPERASI 54.719.566.448 | 56.659.560.105 | 58.724.542.335 | 59.687.595.211
4 | - BELANJA MODAL 12.145.140.701 | 11.610.246.683 | 13.723.036.736 | 12.157.974.183
Realisasi Anggaran pada tahun ke-
NO URAIAN
2020 2021 2022 2023 2024
A [BELANJA DAERAH 41.746.788.636 | 59.418.755.689 | 64.933.043.167 | 70.695.193.172 | 67.737.399.834
1 | -BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.683.616.840
2 | - BELANJA LANGSUNG 41.746.788.636
3 | - BELANJA OPERASI 47.391.367.289 | 53.406.443.414 | 57.009.735.272 | 57.110.533.612
4 | -BELANJA MODAL 12.027.388.400 | 11.526.599.753 | 13.685.457.900 | 10.626.866.222
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -
NO URAIAN
2020 2021 2022 2023 2024
A |BELANJA DAERAH 0,85 0,89 0,95 0,98 94,28
1 | - BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,96 0,00
2 | - BELANJA LANGSUNG 0,85 0,00
3 | -BELANJA OPERASI 0,94 0,97 95,68
4 | -BELANJA MODAL 0,99 1,00 87,41
Rata-rata Pertumbuhan
NO URAIAN
Anggaran Realisasi
A |BELANJA DAERAH 10,89 20,16
1 | - BELANJA TIDAK LANGSUNG (100,00) (100,00)
2 | - BELANJA LANGSUNG (100,00) (100,00)
3 | -BELANJA OPERASI 2,64 6,75
4 | -BELANJA MODAL 3,40 18,73
o
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Dilihat dari tabel T-C.24 Anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat Daerah

Kota Jambi dapat dijelaskan bahwa dari keseluruhan data dapat disimpulkan bahwa:
a. Anggaran dan realisasi belanja daerah terus meningkat, selaras dengan kebutuhan
pemerintahan dan pelayanan publik;
b. Penyerapan anggaran sangat baik, ditunjukkan oleh rasio realisasi yang stabil dan
mendekati 100%;
c. Pertumbuhan realisasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan anggaran menunjukkan
peningkatan kapasitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
d. Komposisi belanja menunjukkan bahwa Belanja operasi menjadi komponen yang
naik secara bertahap setiap tahun dan Belanja modal memiliki pola lebih fluktuatif,
bergantung pada kebutuhan investasi tahunan.

Secara keseluruhan, periode 2020-2024 menunjukkan tren positif dalam
pengelolaan anggaran, baik dari sisi alokasi maupun efektivitas penyerapan.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN
Kelompok sasaran yang akan diberikan pelayanan oleh Sekretariat Daerah Kota
Jambi adalah Badan, Instansi di Lingkup Pemerintah Kota Jambi. Sekretariat Daerah
berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan
fungsinya, selain itu Sekretariat Daerah Kota Jambi juga menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
- Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
- Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Pada Instansi
Daerah;
- Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Walikota Terkait Dengan Tugas
Dan Fungsinya.
Dengan demikian Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Kota Jambi
mencakup semua Badan, Instansi di Lingkup Pemerintah Kota Jambi yang

menjalankan fungsi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi.
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PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah Kota Jambi mempunyai tugas dan fungsi sebagai

legislasi, fasilitasi dan koordinasi dalam mewujudkan optimalisasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun permasalahan yang berpotensi

menghambat pencapaian target kinerja program tersebut yaitu :

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4
1. | Penyelenggaraan | Kualitas pelayanan | Prosedur pelayanan
Administrasi administrasi umum | belum sepenuhnya
Pemerintahan belum optimal berbasis digital
Koordinasi kebijakan | Koordinasi antar bagian
lintas  sektor masih | di lingkup Sekretariat
bersifat sektoral dan | Daerah, Pihak internal
belum sepenuhnya | dan eksternal belum
terintegrasi. terintegrasi
Implementasi reformasi | Belum ada indikator
birokrasi belum optimal | kinerja individu yang
terukur

Minim inovasi pelayanan
publik

Kurangnya ide inovatif
dan benchmarking




Tantangan dan peluang pengembangan terhadap lingkungan internal dan
eksternal organisasi merupakan hal yang teramat penting dalam rangka menentukan
faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi
merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada
umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal
merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan
cenderung diluar kendali.

Dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (good governance)
Sekretariat Daerah Kota Jambi merumuskan lingkungan strategis tersebut melalui
analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats) atau analisis faktor

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1. Kekuatan (Strenghts)

a. Posisi yang strategis

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam
menjalankan peran strategis pemerintahan daerah, dengan tugas fungsi (tupoksi)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 41 Tahun 2007,
untuk menjalankan tupoksi tersebut kemampuan sebagai komunikator,
koordinator, dinamisator, dan fasilitator dalam menjembatani dan membantu
kepala daerah mewujudkan visi dan misinya, menyiapkan, menyusun dan
menyepakati program legislatif daerah (prolegda) dengan DPRD, menjaga
kestabilan kinerja aparatur masing-masing SKPD untuk mensinergikan
implementasi kebijakan daerah melalui program-program nyata bagi masyarakat.
Menjalankan amanah dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi tersebut
banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Sekda dalam
menjalankan program daerah, secara teoritis ada 6 (enam) faktor menurut
Thonson (1997) dan Georl (1980) yang mempengaruhi yaitu faktor: lingkungan,
nilai, sumber daya, profesionalisme, politik dan birokrasi. Kompetensi Sekda
menjadi kekuatan utama dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi
tersebut untuk lancar atau terhambatnya setiap implementasi kebijakan daerah
dalam pembangunan daerah. Kompetensi yang dimiliki Sekda dari berbagai
pengalaman, kualifikasi pendidikan, maupun pendidikan dan latihan khusus yang
dimilikinya merupakan salah satu modal untuk pengembanan amanah, tapi
kemampuan memahami dan mengadopsi nilai prinsip misalnya keikhlasan dan
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kepercayaan perlu dijunjung tinggi serta mengadopsi nilai-nilai lokal yang dapat
mensinergikan seluruh program daerah.
b.  Fungsi dan Kedudukan Pimpinan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Sekretaris Daerah adalah menyusun kebijakan
Pemerintah Daerah, Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan
Badan Daerah, Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintahan Daerah, serta Melakukan Pembinaan Administrasi dan Aparatur
Pemerintahan Daerah.

Hal ini merupakan motivasi yang positif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
lembaga pendukung secara langsung.

2. Kelemahan (Weakness)
a. Belum optimalnya fungsi koordinasi Sekretariat Daerah

Salah satu tuntutan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan
prima. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, yang masih menjadi kendala
atau kelemahan dalam organisasi adalah masih adanya pola pikir (mindset) dan
budaya kerja (organization culture) yang kurang berorientasi pada pelayanan
prima tapi lebih menyukai rutinitas.

Nilai-nilai yang dianut atau diyakini seseroang akan menumbuhkan motivasi
dan tanggung jawab (akuntabilitas) terhadap kinerja atau hasil pekerjaannya.
Untuk itu, dalam mengembangkan pola pikir dan budaya kerja yang mendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi, aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat
Daerah harus mengembangkan nilai-nilai kejujuran, keteladanan, integritas,
kebersamaan, kearifan, disiplin dan inovatif.

b.  Belum optimalnya penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, Sekretariat Daerah telah
berupaya memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi dalam beberapa
sistem pekerjaannya. Namun, upaya tersebut masih belum optimal, karena
budaya kerja para aparatur sipil negara yang belum sepenuhnya dapat
meninggalkan pola kerja lama.
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3.  Peluang (Opportunities)
a. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Pada era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi memegang
peranan penting dalam pelaksanaan tugas kepemrintahan. Teknologi informasi
dan komunikasi merupakan peluang untuk mendukung sistem informasi yang
cepat, tepat dan akurat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada
Sekreatris Daerah.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah telah
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh
Sekretariat Daerah, antara lain jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH),
serta sistem jaringan internet dan internet untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan.

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia
aparatur.

Peningkatan penilaian pada Aspek Nilai Reformasi Birokrasi dapat
ditingkatkan secara berkala dengan beberapa perbaikan pada Kinerja masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Jambi.

Tambahan penghasilan pegawai (TPP) merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, termasuk aparatur sipil negara di
lingkungan Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah terus berupaya melakukan
reformasi birokrasi dalam rangka mencapai tingkat kinerja yang diinginkan,
termasuk didalamnya memperoleh tambahan penghasilan kinerja secara penuh.
Hal ini merupakan peluang bagi Sekretariat Daerah untuk terus berupaya
memperbaiki pola pikir dan budaya kerja demi mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.

4. Tantangan (Threats)
a. Menyusun Kebijakan Pemerintah Daerah
Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat Daerah, maka ada
beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang di buat Sekretaris Daerah dan
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selanjutnya di setujui oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, beberapa
kebijakan Pemerintah Daerah tersebut harus dipahami karena adanya tuntutan
Aparatur Sipil Negara dan Organisasi Perangkat Daerah untuk lebih meningkatkan
Kinerja Perangkat Daerah dan menunjang jalannya Pemerintah Daerah lebih
maksimal.
b.  Mengkoordinasi Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah
Sekretaris Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan
merupakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah
Sekretaris Daerah sebagai pemimpin dan melaksanakan penyelenggaraan
sebagian tugas Badan tertinggi dalam Pemerintah Daerah pada lingkup Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan
peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.
d. Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah
Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan bidang administrasi,
pengembangan dan Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Sekretaris Daerah dibantu
oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab langsung bidang
pengembangan dan pembinaan Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang jabatan pimpinan
tinggi dan jabatan administrasi, pengembangan potensi pegawai, pendidikan dan
pelatihan serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan serta administrasi di bidang pengembangan, pembinaan Aparatur
Pemerintah Daerah.
e. Perubahan Lingkungan Organisasi yang Cepat dan Sulit Diprediksi
Sekretariat Daerah sebagai entitas organisasi terbuka dihadapkan pada
tantangan perubahan lingkungan eksternal organisasi yang dinamis. Perubahan
kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial, dan teknologi, informasi dan komunikasi

akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi Sekretariat Daerah.
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ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Isu strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi merupakan berbagai
permasalahan utama dan tantangan krusial yang dapat mempengaruhi
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pencapaian tujuan
pembangunan daerah dalam periode perencanaan. Identifikasi isu strategis
dilakukan melalui analisis kinerja periode sebelumnya, evaluasi lingkungan
internal dan eksternal, serta penelaahan terhadap dinamika kebutuhan
pemerintahan dan masyarakat di Kota Jambi.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam koordinasi,
fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan, Sekretariat Daerah dihadapkan pada
tuntutan peningkatan tata kelola pemerintahan, efektivitas pelayanan
administrasi, serta penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian kinerja
perangkat daerah. Berbagai isu strategis tersebut menjadi dasar penting dalam
menentukan prioritas dan merumuskan langkah strategis yang diperlukan untuk
meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah.

Sub bab ini menyajikan gambaran mengenai isu-isu strategis yang
dihadapi Sekretariat Daerah Kota Jambi, yang selanjutnya akan digunakan
sebagai pijakan dalam perumusan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan,
dan indikator kinerja. Dengan mengidentifikasi isu strategis secara tepat dan
komprehensif, penyusunan Renstra diharapkan lebih fokus, adaptif, dan mampu
memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan
permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah
pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu
diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah
pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan
lainnya, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang berpengaruh pada tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Jambi, antara lain disajikan pada
Tabel berikut ini :



Tabel

2.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI
DAERAH YANG
MENJADI
KEWENANGAN
PD

PERMASALAHAN
PD

ISU KLHS
YANG
RELEVAN
DENGAN PD

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN

DENGAN PD

GLOBAL

NASIONAL

REGIONAL

ISU STRATEGIS PD

@)

@

©))

@)

®)

©)

@

Kualitas
aparatur dan
sumberdaya
digital

Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan

1. Good
Governance
dan
Transparansi
2. Digitalisasi
dan
Transformasi
Teknologi
Pemerintahan

1. Lambannya
Reformasi
Birokrasi

2. Rendahnya
Kualitas
Pelayanan
Publik

3. Kurangnya
Kompetensi
SDM Aparatur

1. Rendahnya
Kualitas dan
Integritas ASN
Daerah

2. Keterbatasan
Infrastruktur dan
Teknologi

3. Minimnya
Inovasi
Pelayanan
Publik Daerah

1. Tata kelola pemerintahan
yang profesional, efektif,
efisien, transparan dan
akuntabel menjadi isu
strategis, yang ditandai oleh
masih kurangnya tingkat
disiplin pegawai, belum
optimalnya pengelolaan
keuangan daerah dan kinerja
aparatur, belum optimalnya
kualitas layanan publik dan
akuntabilitas instansi
pemerintah, masih terdapat
beberapa sarana/prasarana
perangkat daerah yang belum
representatif, masih belum
optimalnya implementasi e
government pada seluruh
perangkat daerah dan
pelayanan publik.

2. Peningkatan kompetensi,
integritas, dan profesionalitas
aparatur sipil negara melalui
pengembangan kapasitas dan
budaya kerja berorientasi
hasil.

3. Pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi
dalam mendukung pelayanan
administrasi pemerintahan
yang terintegrasi dan
responsif.
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TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

Sebagaimana Tujuan RPJMD yang telah ditetapkan dan untuk pencapaian
keberhasilannya perlu ditetapkan tujuan dan beberapa sasaran yang antara satu
dengan yang lainnya saling berhubungan. Tujuan merupakan penjabaran dari
pernyataan RPIJMD Pemerintah Kota Jambi yang dalam pencapaiannya harus
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
efektif, efisien, dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kota Jambi menetapkan
sasaran RPJMD terhadap Renstra Sekretariat Daerah adalah Meningkatkan
Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pelayanan
Publik berbasis TIK dengan Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Jambi
yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan
indikator Indeks Pelayanan Publik. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa
sasaran strategis yang terukur melalui indikator kinerja tertentu dengan target

yang terencana hingga tahun 2030.

Meningkatkan Profesionalisme
ASN, Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah dan Pelayanan
Publik berbasis TIK

Indeks Pelayanan

Publik

3
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Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

Tabel 3.3

Sekretariat Daerah

I\S\ZI:\FE/:\I\T TARGET TAHUN
RPIVD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR KET.
RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Meningkatnya | Terwujudnyatata
Profesionalisme  [kelola
ASN, Akuntabilitas [pemerintahan yang indeks
Kinerja Pemerintah|efektif dan efisien . 397 39 4 4 4 4
Pelayanan Publik
dan Pelayanan
Publik berbasis
TIK
Meningkatkan Efekifitas TatafSkor Kinerja
Kelola Penyelenggaraan  [Penyelenggaraan 3 305 31 315 32 32
Pemerintah di Lingkup Pemerintah Dagrah
Sekretariat Dagrah Kota ,
. Indeks Reformasi
Jambi Hukum 73 M5 | S| 165 I 8
Nilai SAKIP Kota
Komponen 10,77 10,79 1081 1083 1085 1085
Pelaporan
Meningkatkan Kualitas ~ [Persentase Tingkat
BUND dn BLUD daian - KesehanBWD. | gy o | g | oo | sogme | 200 | %200%
Kategori Sehat dan BLUD

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran |

yaitu Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Penyelenggaraan

Pemerintah di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Jambi dengan indikator sasaran

sebagai berikut :

a. Indikator Sasaran yaitu : Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

dengan target akhir renstra 3,2 oleh Bagian Tata Pemerintahan, Indeks

Reformasi Hukum untuk Target Akhir Renstra Tahun 2030 yaitu dengan

nilai 78 yang diampu oleh Bagian Hukum, Nilai SAKIP Komponen

Pelaporan mempunyai Target Akhir Renstra 2030 yaitu 10,85.

Sasaran Il yaitu Meningkatkan Kualitas BUMD dan BLUD dalam Kategori Sehat

dengan indikator sasaran sebagai berikut

b. Indikator Sasaran vyaitu

. Sasaran terakhir berfokus pada penguatan

kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) dengan unit penanPgungjawab Bagian

Il | 44
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Perekonomian dan SDA. Indikator yang digunakan adalah persentase
tingkat kesehatan BUMD dan BLUD, dengan target bertahap dari 80% pada
tahun 2025 hingga mencapai 92% pada tahun 2030, sebagai wujud

peningkatan kinerja dan tata kelola badan usaha milik daerah.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah 2026-2030

Tahap | (2026)

Tahap I (2027)

Tahap Il (2028)

Tahap IV (2029)

Tahap V (2030)

Penetapan Renstra Implementasi penuh | Integrasi pelaksanaan Akselerasi
Selda 2026-2030 p rogram dzn kebi'ak%n Iinfas Asistendan | pencapaian target Evaluasi akfi
berdasarkan RPJMD p J , J . P . .p J Renstra 2026-2030.
bar kegiatan strategs. Bagian. kinerja strategis.
Penyesuaian Penguatan sistem .
: . Penguatan capaian
struktur dan program tata kelola, Peningkatan efektivitas L . | Penyusunan laporan
. . L L reformasi birokrasi, ) L
kerja sesuai arah | administrasi, dan | koordinasi lintas perangkat akhir capaian tujuan
) o SAKIP, dan
kebijakan baru koordinasi lintas daerah. elavanan oublik dan sasaran.
Walikota. bagian. peiayanan pUbii
Penguatan data Evaluasi awal . . Penyiapan Perumusan
. Evaluasi menengah (mid- :
dasar kinerja dan pelaksanaan . rancangan arah | rekomendasi untuk
o term review) pelaksanaan . .
baseline indikator Renstra tahun Renstra kebijakan Renstra | Renstra periode
sasaran. pertama. ' berikutnya. selanjutnya.
Sinkronisasi hasil
Sosialisasi Renstra | Penguatan sistem | Penyesuaian target dan evaluasikinerja | Konsolidasi data
ke seluruh Bagian | monitoring kinerja strategi berdasarkan dengan RPJMD | capaian SAKIP dan
dan Subbag. berbasis data. capaian. perubahan (bila  [Reformasi Birokrasi.
ada).
4
Il | 45 ) 4‘ ! 025-2(



3.2 STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Jambi yang efektif,
akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah, Sekretariat Daerah
merumuskan strategi yang berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan,
optimalisasi proses kerja, serta peningkatan kualitas layanan administrasi
pemerintahan. Strategi ini disusun sebagai bagian integral dari upaya mencapai visi dan
misi Kepala Daerah, sekaligus menjawab tantangan serta isu strategis yang
berkembang dalam periode perencanaan.

Pada prinsipnya pencapaian tujuan dan sasaran adalah perumusan strategis yang
diaktualisasikan kedalam penetapan kebijakan. Kebijakan meliputi ketentuan-ketentuan
baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku antar penyelenggara pemerintahan,
masyarakat dan berbagai lembaga yang terkait (stakeholder) dalam pelaksanaan
pembangunan.

Seluruh strategi tersebut diharapkan mampu mendorong terbangunnya tata kelola
Sekretariat Daerah yang modern, sinergis, dan berintegritas, sehingga mampu
memberikan dukungan optimal bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota
Jambi dalam periode Renstra 2025—-2029.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Jambi
memiliki strategi sebagai berikut :

a. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah;

c. Digitalisasi dan peningkatan mutu administrasi pemerintahan;
d. Penguatan dukungan teknis dan fasilitasi pimpinan daerah;

e. Optimalisasi koordinasi dan evaluasi pembangunan daerabh;

f. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur;

g. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP);
h. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian internal,

i. Penguatan komunikasi, kolaborasi, dan kemitraan daerah;

j. Pemanfaatan teknologi informasi untuk efektivitas layanan.
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3.3 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Jambi disusun sebagai pedoman strategis
dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif,
dan akuntabel selama periode perencanaan. Penyusunan arah kebijakan ini didasarkan
pada hasil analisis kondisi internal dan eksternal, isu-isu strategis, serta tuntutan
peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah
Kota Jambi.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran sentral dalam koordinasi, fasilitasi,
dan sinkronisasi kebijakan antar-perangkat daerah, Sekretariat Daerah dituntut untuk
mampu menjawab dinamika pembangunan daerah melalui penguatan manajemen
pemerintahan, peningkatan kualitas layanan administrasi, serta optimalisasi fungsi
pembinaan dan pengendalian kinerja organisasi.

Oleh karena itu, arah kebijakan yang disajikan pada sub bab ini menjadi landasan
dalam perumusan strategi, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih
operasional. Arah kebijakan tersebut memastikan bahwa setiap langkah Sekretariat
Daerah Kota Jambi sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
kebijakan pembangunan daerah, serta standar nasional penyelenggaraan
pemerintahan sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Kota

Jambi secara menyeluruh.
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Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra | Ket
Penguatan SPIP dan
manajemen risiko.
Optimalisasi fungsi
pengawasan internal dan
tindak lanjut hasil

. pemeriksaan.
Peningkatan pengawasan . .
: Peningkatan kualitas
Peningkatan pengawasandan  |dan o
evaluasi penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan evaluas kinefja perangkat
1 : . daerah dan SAKIP.
pemerintahan dan pembangunan  |pemerintahan dan ,
Pengembangan sistem
daerah pembangunan e :
daerah pelaporan kinerja pemerintah

daerah.

Peningkatan kapasitas
aparatur bidang pengawasan
dan evaluasi.

Peningkatan koordinasi
perencanaan-pelaksanaan-
evaluasi.

Pemanfaatan teknologi
informasi untuk pengawasan
dan evaluasi.
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan merupakan satu kesatuan
sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Di dalam program kerja yang akan dilaksanakan dan ditetapkan tercantum
rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran

dan kegiatan.

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH
Program merupakan implementasi dari strategis organisasi dan menjadi bagian
dari kebijakan anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.
Adapun program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029
adalah sebagai berikut :
Tabel 4
PROGRAM 2025-2029

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Perekonomian Dan Pembangunan

No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
l. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. | Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas
8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

9.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

9.3. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

10.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

11. Penataan Organisasi

11.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

11.2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

11.3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

12.1. Fasilitasi Keprotokolan

12.2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

12.3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Il. | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
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1.1

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

1.1

1.2.
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Administrasi Tata Pemerintahan

Penataan Administrasi Pemerintahan

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan

Masyarakat

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Fasilitasi Bantuan Hukum

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Fasilitasi Kerjasama Daerah

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Program Perekonomian dan Pembangunan

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
BLUD

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian



Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
Hidup
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Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD
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Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Sekretariat Daerah

NSPK DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN KET.
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya [Terwujudnya
Profesionalism |tata kelola Indeks Program Penunjang Urusan
€ ASN, . pemerlntahan Pelayanan Pemerintahan Daerah
A!<unt»ablllta5 yang ?fek“f Publik Kabupaten/Kota
Kinerja dan efisien
Pemerintah dan
Pelayanan Meningkatkan Skor Kinerja Kegiatan Perencanaan,
Publik berbasis Efektifitas Tata Kelola Penyelenggara |Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
TIK Penyelenggaraan an Pemerintah |[Perangkat Daerah
Pemerintah di Daerah
Lingkup Sekretariat Indeks Penyusunan Dokumen Perencanaan
Daerah Kota Jambi Reformasi Perangkat Daerah
Hukum
Nilai SAKIP Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Kota Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Komponen Kinerja SKPD
Pelaporan
Meningkatkan Kualitas Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan
BUMD dan BLUD Tingkat Perangkat Daerah
dalam Kategori Sehat Kesehatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

BUMD dan
BLUD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atrihiit Kelenakanannva
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan
Perlenakanan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jlahatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnva

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Ranaunan | ainnva

Kegiatan Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Penyediaan Dana Penunjang
Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kegiatan Fasilitasi
Kerumahtanggaan Sekretariat

o n

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah

Keaiatan Penataan Oraanisasi
|Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Keprotokolan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

IV |55 RENCANA STRATEGIS 2025-2029




NSPK DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KEGIATAN KET.

Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Administrasi Tata
Pemerintahan

Penataan Administrasi Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
Sosial

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
Masyarakat

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
Daerah

Fasilitasi Bantuan Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum

IKeaiatan Fasilitasi Keriasama
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Program Perekonomian dan
Pembangunan

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan
Perekonomian

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD
dan BLUD

Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian

Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro kecil

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa

Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Pengelolaan Layanan Pengadaan
secara Elektronik

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa

Kegiatan Pemantauan Kebijakan
Sumber Daya Alam

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup
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TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / pSMICRO Ol | 2026 2027 2028 2029 2030 P | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 82.933.936.000,00 91.501.012,000,00 93.019.929.000,00 94.768.704.000,00 96.161.804,000,00
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.598.895.614,00 55.920.184.838,00 56.402.902.719,00 56.972.193.038,00 57.393.740.425,00
KABUPATEN/KOTA
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS Predikat Akuntabilitas Kinerja SOLOTIOGLE
I P T e Perangket Dasrah (Nila) 70,40 71,20 51.598.895.614,00 | 71,60 55.920.184.838,00 72 56.402.902.719,00 | 72,40 56.972.193.038,00 | 72,80 57.393.740.425,00 goa : r:f‘krs(anat
4.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 206.375.000,00 372.128.930,00 413.966.102,00 463.790.144,00 498.069.444,00
Perangkat Daerah
Nilai AKIP Perangkat Daerah ALy 210 28 0T FEREEENEELR 8 8 206.375.000,00 8 372.128.930,00 8 413.966.102,00 8 463.790.144,00 8 498.069.444,00
Perangkat Daerah (Dokumen)
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian 2 e g < e §
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 125.000.000,00 210.058.215,00 230.976.801,00 255.888.622,00 273.028.472,00
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan | Jumiah Dokumen Perencanaan 8 8 125.000.000,00 8 210.058.215,00 8 230.976.801,00 8 255.888.822,00 8 273.028.472,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Dokumen)
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 81.375.000,00 162.070.715,00 182.989.301,00 207.901.322,00 225.040.972,00
dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
. . - Jumlah Laporan Capaian Kinerja
;ersedlgnya Lapgran.0§pa[an Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
an |khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan dan Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan paran oordina 2 3 81.375.000,00 3 162.070.715,00 3 182.989.301,00 3 207.901.322,00 3 225.040.972,00
L N N Penyusunan Laporan Capaian
aporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar ) - N
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
4 Kinerja SKPD (Laporan)
i Saciisias i eraan 31.088.041.898,00 31.218.316.428,00 31.260.153.600,00 31.300.977.642,00 31.344.256.942,00
Perangkat Daerah
Peizeniacalpenyampalaniaporan Jumlah Dokumen Penatausahaan
diidadin p dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 250 200 31.088.041.898,00 | 210 31.218.316.42800 [ 220 31.260.153.600,00 | 230 31.300.977.642,00 [ 250 31.344.256.942,00
keuangan tepat waktu
SKPD (Dokumen)
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi Q 4 4 4 4 4
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD (Laporan)
Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) iz =B 2B 25 =B a2
2010520z 0000 SRt 29.265.821.898,00 29.265 821.898,00 29.965.821.898,00 29.265.821.898,00 29.265.821.898,00
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN j“m‘ah Orang yang Menerima G 128 242 29.265.821.898,00 | 242 20.265.821.898,00 | 242 20.265.821.898,00 | 242 29.265.821.898,00 | 242 29.265.821.898,00
lan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OQUTCOME / KEGIATAN / INDIKA'I;)UF.lrglI:'J;I' COMEY TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PE: AAEN:;:‘AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan
RO E 1.667.030.000,00 1.709.227.315,00 1.730.145.901,00 1.755.067.922,00 1.772.197.572,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan dan Jumiah Dokumen Penatausahaan
- va . dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 250 200 1.667.030.000,00 210 1.709.227.315,00 220 1.730.145.901,00 230 1.7565.057.922,00 250 1.772.197.572,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SKPD
(Dokumen)
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan 155.190.000,00 243.267.215,00 264.185.801,00 289.097.822,00 306.237.472,00
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
: Jumlah Laporan Keuangan
Tersedlany_a Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD dan Laporan Koordinasi
dan Laporan Koordinasi Penyusunan P 4 4 155.190.000,00 4 243.267.215,00 4 264.185.801,00 4 289.097.822,00 4 306.237.472,00
Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan B ;
- ulanan/Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD
(Laporan)
pOLOLZ0 e istns [Be/sg MK 90.000.000,00 171.558.215,00 192.476.801,00 217.388.822,00 234.528.472,00
Daerah pada Perangkat Daerah
Rais me e el Jumlah Laporan Penatausahaan
i i by 8 Barang Milik Daerah pada SKPD 1 il 90.000.000,00 1 171.558.215,00 1 192.476.801,00 il 217.388.822,00 1 234.528.472,00
rekonsiliasi BMD tepat waktu
(Laporan)
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD 90.000.000,00 171.558.215,00 192.476.801,00 217.388.822,00 234.528.472,00
Terlak Penat h B Jumlah Laporan Penatausahaan
erlaksananya Fenatausahaan Barang | g, wilik Daerah pada SKPD 1 1 90.000.000,00 1 171.568.215,00 1 192.476.801,00 1 217.388.822,00 1 234.528.472,00
Milik Daerah pada SKPD
(Laporan)
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian 430.550.000,00 516.286.302,00 528.591.352,00 543.245.482,00 553.327.628,00
Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
IP ASN Perangkat Daerah Peraturan Perundang-Undangan 40 12 430.550.000,00 15 516.286.302,00 16 528.591.352,00 17 543.245.482,00 18 553.327.628,00
(Orang)
Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan 261 359 360 360 360 365
(Paket)
p 0L 012050002 e oadean Rari 273.050.000,00 321.695.651,00 327.848.176,00 335.175.241,00 340.216.314,00
Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas
¥ beserta Atribut Kelengkapan 261 359 273.050.000,00 360 321.695.651,00 360 327.848.176,00 360 335.175.241,00 365 340.216.314,00
Atribut Kelengkapan (Paket)
4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 157.500.000,00 194.590.651,00 200.743.176,00 208.070.241,00 213.111.314,00
Perundang-Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis ;u:g;a: Ca);'a?gk?sn? M;r:g;kﬂut:g
Implementasi Peraturan o nd 18 mp ! 40 12 157.500.000,00 15 194.590.651,00 16 200.743.176,00 17 208.070.241,00 18 213.111.314,00
P Peraturan Perundang-Undangan
‘erundang-Undangan
(Orang)
005200 G inEras D 2.531.445.840,00 2.912.634.330,00 2.949.549.480,00 2.993.511.870,00 3.023.758.308,00
Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan sarana dan Jumlah Paket Komponen Instalasi
prasarana sesuai dengan Rencana Listrik/Penerangan Bangunan 1l il 2.531.445.840,00 1l 2.912.634.330,00 1 2.949.549.480,00 1 2.993.511.870,00 1 3.023.758.308,00
Kebutuhan Barang Umum (RKBU) Kantor yang Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan 9 9 9 9 9 9
(Paket)
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 72 72 72 72 72 72

Disediakan (Paket)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / ] DIKA-I-OOL?I.FO,LL"; COMEL TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PE: :ENFS::‘AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan (Paket) “ o i “ d i
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 30 30 30 31 33 35
SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan Fasilitasi
i ki 500 500 500 650 700 750
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan
forpeenis el 157.500.000,00 194.590.651,00 200.743.176,00 208.070.241,00 213.111.314,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Kemponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Vi P Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 157.500.000,00 1 194.590.651,00 1 200.743.176,00 1 208.070.241,00 1 213.111.314,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan (Paket)
AR (RO Er 116.844.840,00 149.869.975,00 156.022.500,00 163.349.565,00 168.390.638,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
4 Perlengkapan Kantor yang 72 72 116.844.840,00 72 149.869.975,00 72 156.022.500,00 72 163.349.565,00 72 168.390.638,00
Perlengkapan Kantor Disediakan (Paket)
G O 20 = (s e 170.701.000,00 209.111.751,00 215.264.276,00 222591.341,00 227.632.414,00
Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumian Paket Peralatan Rumah 4 4 170701.00000 | 4 20011175100 | 4 21526427600 | 4 20259134100 | 4 227.632.414,00
Tangga yang Disediakan (Paket)
GOS0 Ry 91.238.000,00 121.702.451,00 127.854.976,00 135.182.041,00 140.223.114,00
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
y g Cetakan da Penggandaan yang Disediakan 9 9 91.238.000,00 9 121.702.451,00 9 127.854.976,00 9 135.182.041,00 9 140.223.114,00
Penggandaan (Paket)
el e e 1.673.600.000,00 1,862.300.651,00 1.868.453.176,00 1:875.780.241,00 1.880.821.314,00
Terlaksananya Fasiltasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasiltasi 500 500 1.673.600.000,00 | 500 1.862.300.651,00 | 650 1.868.453.176,00 | 700 1.875.780.241,00 | 750 1.880.821.314,00
Tamu Kunjungan Tamu (Laporan)
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan
Rapat Koardinasi dan Kansultagi SKPD 321.562.000,00 375.058.851,00 381.211.376,00 388.538.441,00 393.579.514,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumiah Laparan Penyelenggaraan
sana ) Rapat Koordinasi dan Konsultasi 30 30 321.562.000,00 30 375.058.851,00 31 381.211.376,00 33 388.538.441,00 35 393.579.514,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD (Laporan)
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 270.916.397,00 1.188.252.000,00 1.188.252.000,00 1.188.252.000,00 1.188.252.000,00
Daerah
Pz::::::eszzlg?zl;:ar;:%zgi;: Jumlah Unit Kendaraan Dinas
i g Operasional atau Lapangan yang 10 10 270.916.397,00 10 1.188.252.000,00 10 1.188.252.000,00 10 1.188.252.000,00 10 1.188.252.000,00
Kebutuhan Barang Milik Daerah Disadiakan (Unif)
(RKBMD)
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional atau 270.916.397,00 1.188.252.000,00 1.188.252.000,00 1.188.252.000,00 1.188.252.000,00
Lapangan
Tersedianya Kendaraan Dinas Jumizh Unit Kendaraan Dinas
any: Operasional atau Lapangan yang 10 10 270.916.397,00 10 1.188.252.000,00 10 1.188.252.000,00 10 1.188.252.000,00 10 1.188.252.000,00
Operasienal atau Lapangan Disediakan (Urit)
G (R EPTD 6.024.005.654,00 6.690.428.172,00 6.708.885.747,00 6.730.866.942,00 6.745.990.161,00
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
eisaiasaloemenuiay) azeleeuniand i P NICanoanien iodiaaglass 12 12 6.024.005.654,00 12 6.690.428.172,00 12 6.708.885.747,00 12 6.730.866.942,00 12 6.745.990.161,00
urusan pemerintah daerah Surat Menyurat (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 15 15 15 15 15}
yang Disediakan (Laporan)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

dan Mesin Lainnya

Lainnya yang Dipelihara (Unit)

4.01.01.2.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

1.084.943.225,00

1.214.778.198,00

1.220.930.723,00

1.228.257.788,00

1.233.298.861,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / C?U ng.r CoNEY TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERGAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 3 3 & 3 3 3
Listrik yang Disediakan (Laporan)
GRS = (RO B 318.236.000,00 371.400.251,00 377.552.776,00 384.879.841,00 389.920.914,00
Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 12 318.236.000,00 12 371.400.251,00 12 377.552.776,00 12 384.879.841,00 12 389.920.914,00
Menyurat Surat Menyurat (Laporan)
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa
T e e ey 3.097.500.000,00 3.428.590.651,00 3.434.743.176,00 3.442,070.241,00 3.447.111.314,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
i ) 4 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 3 3 3.097.500.000,00 3 3.428.590.651,00 3 3.434.743.176,00 3 3.442.070.241,00 3 3.447.111.314,00
Daya Air dan Listrik ot
Listrik yang Disediakan (Laporan)
L0 2TV e Ero o 2.608.269.654,00 2,890.437.270,00 2.896.589.795,00 2.903.916.860,00 2.908.957.933,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
) Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 15 2.608.269.654,00 15 2.890.437.270,00 15 2.896.589.795,00 15 2.903.916.860,00 15 2.908.957.933,00
Perlengkapan Kantor -
yang Disediakan (Laporan)
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik|
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 3.940.705.825,00 4.420.139.011,00 4.444.749.111,00 4.474.057.371,00 4.494.221.663,00
Daerah
Persentase peningkatan Barang Milik 'é:':::!";ﬁng::‘ad:?azirgﬁggan
Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak i 2 2 3.940.705.825,00 2 4.420.139.011,00 2 4.444.749.111,00 2 4.474.057.371,00 2 4.494.221.663,00
akai) Jabatan yang Dipelihara dan
B dibayarkan Pajaknya (Unit)
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak =2 =g &y = =0 =
dan Perizinannya (Unit)
Jumlah Sarana dan Prasarana
Ge_dung Kantor atau Bangunan 6 6 6 6 6 6
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara_(Unit) 100 00 = o i 2
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa
e e A\ 310.501.600,00 362.892.411,00 369.044.936,00 376:372.001,00 381.413.074.00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas 2 2 310.501.600,00 2 362.892.411,00 2 369.044.936,00 2 376.372.001,00 2 381.413.074,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas| Jabatan yang Dipelihara dan
Jabatan dibayarkan Pajaknya (Unit)
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa
Somoiaasn. Shayaiomelaraan, 2.336.668.000,00 2,591.675.451,00 2.597.827.976,00 2.605.155.041,00 2,610.196.114,00
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan yang 130 130 2.336.668.000,00 | 130 2591.675.451,00 [ 130 2597.827.976,00 | 130 2.605.155.041,00 | 130 2.610.196.114,00
Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya (Unit)
201.01.2.09.0006 - Fremelnaraan 208.593.000,00 250.792.951,00 256.945.476,00 264.272.541,00 269.313.614,00
Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin 100 100 208.593.000,00 50 250.792.951,00 60 256.945.476,00 | 70 264.272.541,00 75 269.313.614,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME PERANGKAT
QUTCOME / KEGIATAN / C)OUngT CoNEY TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 D, AERGAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02 (03 (04) (05) (08) (07) (08) (09) (19) (11) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Gedung Kantor atau Bangunan 6 6 1.084.943.225,00 6 1.214.778.198,00 6 1.220.930.723,00 6 1.228.257.788,00 6 1.233.298.861,00
Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unity
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan
dan Operasional Kepala Daerah dan 1.113.400.000,00 1.144.280.651,00 1.150.433.176,00 1.157.760.241,00 1.162.801.314,00
Wakil Kepala Daerah
Persentase pemenuhan keuangan dan é:r::g:qr::g:arbg Zlvea:‘e(:‘nm;
operasional Kepala Daerah dan Wakil Lk ke 2 2 1.113.400.000,00 2 1.144.280.651,00 2 1.150.433.176,00 2 1.157.760.241,00 2 1.162.801.314,00
K Kepala Dagerah dan Wakil Kepala
lepala Daerah
Daerah (Orang/Bulan)
Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan Kepala Daerah dan 2 2 2 2 2 2
Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan
Atribut Kelengkapan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang i i i1 1 i Ee
Disediakan (Paket)
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,00
Kepala Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Jumiah Qrang yang Menerima Giaji
’ dan Tunjangan Kepala Daerah dan 2 2 182.000.000,00 2 182.000.000,00 2 182.000.000,00 2 182.000.000,00 2 182.000.000,00
Daerah dan Wakil Kepala Daerah N
Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian
Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala 95.400.000,00 126.280.651,00 182.433.176,00 139.760.241,00 144.801.314.00
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut :ﬁ;g‘iré‘?z? E:k:r:a;ED‘;;S[;’:;ah
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil gkap P 16 16 95.400.000,00 16 126.280.651,00 16 132.433.176,00 16 139.760.241,00 16 144.801.314,00
dan Wakil Kepala Daerah yang
Kepala Daerah o
Disediakan (Paket)
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana
Penunjang Operasional Kepala Daerah 836.000.000,00 836.000.000,00 836.000.000,00 836.000.000,00 836.000.000,00
dan Wakil Kepala Daerah
. . Jumlah Orang yang Menerima
Tersedianya Dana Penunjang Dana Penunjang Operasional
Operasional Kepala Daerah dan Wakil - 2 2 836.000.000,00 2 836.000.000,00 2 836.000.000,00 2 836.000.000,00 2 836.000.000,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Kepala Daerah
Daerah (Orang/Bulan)
0L 212 aslilas L 787.500.000,00 887.590.651,00 893.743.176,00 901.070.241,00 906.111.314,00
Kerumat 1 Sekretariat Dasrah
Persentase pemenuhan sarana dan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah
prasarana rumah tangga i Tangga Sekretariat Daerah yang 2 2 787.500.000,00 2 887.590.651,00 2 893.743.176,00 2 901.070.241,00 2 906.111.314,00
Daerah Disediakan (Paket)
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan
Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat 787.500.000,00 887.590.651,00 893.743.176,00 901.070.241,00 906.111.314,00
Daerah
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Jumiah Paket Kebutuhan Rumah
Rumah Tan v a Segretar\al Daerah Tangga Sekretariat Daerah yang 2 2 787.500.000,00 2 887.590.651,00 2 893.743.176,00 2 901.070.241,00 2 906.111.314,00
09 Disediakan (Paket)
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi 1.193.250.000,00 1.720.803.574,00 1.889.742.667,00 2.085.352.671,00 2.249.805.318,00
Jumlah Dokumen Peningkatan
Indeks Kematangan Organisasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi 5 4 1.193.250.000,00 4 1.720.803.574,00 4 1.889.742.667,00 4 2.085.352.671,00 4 2.249.805.318,00
(Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksanal 2 2 2 2 2 2

(Laporan)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
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BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKA-I;:?UF.‘I.gg.}rCOME 4 TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PE:AAENRGAI:'AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Kelembagaan dan Analisis Jabatan 6 2 2 2 2 2
(Dokumen)
g OLOLZIS 000l enaslaay 493.750.000,00 688.742.858,00 758.044.312,00 837.466.562,00 907.905.973,00
Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan
va Peng Kelembagaan dan Analisis Jabatan 6 2 493.750.000,00 2 688.742.858,00 2 758.044.312,00 2 837.466.562,00 2 907.905.973,00
Kelembagaan dan Analisis Jabatan
(Dokumen)
polojecooozmiasitssielavanal 415.000.000,00 508.180.358,00 662.953.686,00 737.621.405,00 803.068.558,00
Publik dan Tata Laksana
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
i 4 Pelayanan Publik dan Tata Laksana| 2 2 415.000.000,00 2 598.180.358,00 2 662.953.686,00 2 737.621.405,00 2 803.068.558,00
Publik dan Tata Laksana (Laporan)
el 21000035 Beninokatapliinena 284.500.000,00 433.880.358,00 468.744.669,00 510.264.704,00 538.830.787,00
dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Jumlah Dokumen Peningkatan
va Fening ) Kinerja dan Reformasi Birokrasi 5 4 284.500.000,00 4 433.880.358,00 4 468.744.669,00 4 510.264.704,00 4 538.830.787,00
Reformasi Birokrasi
(Dokumen)
SOLOL S s anaanRr ke Can 3.922.705.000,00 4,677.766.574,00 4,782.359.507,00 4,906,919.612,00 499261786100
Komunikasi Pimpinan
Persentase Pelayanan Fasilitasi Jumiah Laporan Hasil Fasiltasi
Keprotokolan, Dokumentasi dan e 1.000 1.000 3.922.705.000,00 | 1.000 4.677.766.574,00 | 1.000 4.782.359.507,00 | 1.000 4.906.919.612,00 | 1.000 4.992.617.861,00
el nte) Komunikasi Pimpinan (Laporan)
Komunikasi Pimpinan
iumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1,000 1.000 1,000 1,000 1.000 1,000
eprotokolan (Laporan)
sunich baborhondokumemasian| B0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Tugas Pimpinan (Laporan)
CHMIHALZ R M) ~(RETTES 532.732.000,00 706.935.558,00 741.799.869,00 783.319.904,00 811.885.987,00
Keprotokolan
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan | Jumiah Laporan Hasil Fasilitasi 1.000 1.000 532.732.000,00 | 1.000 706.935.558,00 | 1.000 741.799.869,00 | 1.000 783.319.904,00 | 1.000 811.885.987,00
Keprotokolan (Laporan)
;ﬂﬂ;ﬂmoz = it (e 3.155.864.000,00 3.592.380.758,00 3.627.245.069,00 3.668.765.104,00 3.697.331.187,00
Terlaksananya Fasiltasi Komunikasi | Jumiah Laporan Hasil Fasilitasi 1.000 1,000 3.155.864.000,00 | 1.000 359238075800 | 1.000 3.627.245.069.00 | 1.000 3668.765.104,00 | 1.000 3.697.331.187,00
Pimpinan Komunikasi Pimpinan (Laporan)
AR eI e MU 234.109.000,00 378.450.258,00 413.314.569,00 454.834.604,00 483.400.687,00
Tugas Pimpinan
Terlaksananya Pendokumentasian Jumlah Laporan Pendokumentasian| 0, 1.000 234.109.000,00 | 1.000 378.450.258,00 | 1.000 413.314.569,00 | 1.000 454.834.604,00 | 1.000 483.400.687,00
Tugas Pimpinan Tugas Pimpinan (Laporan)
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN
N A NI 28.521.724.750,00 32.510.438.508,00 33.309.733.675,00 34.209.686.764,00 34.976.353.917,00
Meningkatnya kualitas kebijakan Kinerja Penyelenggaraan GOl EENIEY
P R (it 0 100 28.521.724.750,00 | 100 32:510.438.508,00 | 100 33.309.733.675,00 | 100 34.209.686.764,00 | 100 34.976.353.917,00 gt; érs;‘kretanat
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
Kessjahteraan Rakyat (Persentase) . iy e 100 iy e
AR /S RN 7.728.178.000,00 8.528.925.674,00 8.985.121.608,00 9.478.864.712,00 9.952.204.962,00
Pemerintahan
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan | Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 3 7.728.178.000,00 <) 8.528.925.674,00 3 8.985.121.608,00 3 9.478.864.712,00 3 9.952.204.962,00
dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti [ (Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil Penataan
Administrasi Pemerintahan 2 z 2 2 z 2
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Administrasi 5 5 5 5 5 5
Kewilayahan (Dokumen)
» ANA 0




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKA.I;:_:.FO,S.: [COMEL TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDR AAENRGAI;AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) ©02) (03 (04) (05) (08) 07) (08) (09) (10) (1) (12) (13) (14) (15
s 00iL Genstaag 488.133.000,00 718.341.837,00 770.638.304,00 832.918.356,00 875.767.481,00
Administrasi Pemerintahan
Terlaksananya Penataan Administrasi Jumiah Dokumen Hasil Penataan
. Administrasi Pemerintahan 2 2 488.133.000,00 2 718.341.837,00 2 770.638.304,00 2 832.918.356,00 2 875.767.481,00
Pemerintahan
(Dokumen)
AL R AR 3= [T 6.697.212.000,00 7.032.072.000,00 7.383.675.000,00 7.752.858.000,00 8.140.500.000,00
Administrasi Kewilayahan
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Jumiah Dokumen Hasil
Kewilayahan Pengelolaan Administrasi 5 5 6.697.212.000,00 5 7.032.072.000,00 5 7.383.675.000,00 5 7.752.858.000,00 5 8.140.500.000,00
ewilayaha
Kewilayahan (Dokumen)
CLTEEATI ST = (RSl 542.833.000,00 778.511.837,00 830.808.304,00 893.088.356,00 935.937.481,00
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Jumiah Dokumen Hasil Fasiltasi
Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 3 542.833.000,00 3 778.511.837,00 3 830.808.304,00 3 893.088.356,00 3 935.937.481,00
Otonomi Daerah
(Dokumen)
pOL0%,2 02hslaksancaplianishay 18.677.189.000,00 20.907.698.974,00 21.012.291.907,00 21.136.852.012,00 21.222.550.261,00
Kesejahteraan Rakyat
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
Kesejahteraan Rakyat yang Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 1 18.677.189.000,00 1 20.907.698.974,00 1 21.012.291.907,00 1 21.136.852.012,00 1 21.222.550.261,00
ditindaklanjuti (Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Masyarakat
yang Meliputi Urusan Kepemudaan 1 1 1 1 4 1
dan Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas (Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan 1 1 1 1 1 1
Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan KB (Dokumen)
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi 18.220.670.000,00 20.163.667.358,00 20.198.531.669,00 20.240.051.704,00 20.268.617.787,00
Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Jumiah Dokumen Hasil Fasimgsw
Bina Mental Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 1 18.220.670.000,00 1 20.163.667.358,00 1 20.198.531.669,00 1 20.240.051.704,00 1 20.268.617.787,00
piritual
(Dokumen)
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerjal 244.125.000,00 389.467.858,00 424.332.169,00 465.852.204,00 494.418.287,00
Terkait Kesejahteraan Sosial
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan | Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan | Terkait Kesejahteraan Sosial yang
Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan, Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan 1 1 244.125.000,00 1 389.467.858,00 1 424.332.169,00 1 465.852.204,00 1 494.418.287,00
Perlindungan Anak, Administrasi Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kependudukan Dan Pencatatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, | Sipil, Pemberdayaan Masyarakat
Pengendalian Penduduk dan KB dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan KB (Dokumen)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Kerja Sama

Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKA.I;’L?I.SS.:COME b TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PE:AAENRGAT‘AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan
Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerjal 212.394.000,00 354.563.758,00 389.428.069.00 430.948.104,00 459.514.187,00
Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan | Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan | Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Masyarakat yang Mellpull Urusan yang Mellputi Urusan Kepemudaan 1 1 212.394.00000 [ 1 354563.758,00 [ 1 389.428.069.00 | 1 43094810400 | 1 459.514.187,00
Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, |dan Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, | Pendidikan, Kebudayaan,
Kearsipan, Trantibum Linmas Perpustakaan, Kearsipan,

Trantibum Linmas (Dokumen)
LIRSS s e St e 1.067.944.000,00 1537.529.474,00 1.642.122.407,00 1.766.662.512,00 1.852.380.761,00
IRTEEEED RGN ACS L SR || RSB HETEE R 12 12 1.067.944.000,00 | 12 1.537.529.474,00 | 12 1642.122.407,00 | 12 1766.682.512,00 | 12 1.852.380.761,00
dan Perkara yang diselesaikan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)

Jumlah Produk Hukum dan

Pengelolaan Informasi Hukum yang 325 500 500 500 500 500

Didokumentasi (Dokumen)

Jum\an_ Produk Hukum Daerah 305 500 500 500 500 500

yang Disusun (Dokumen)
GUAAGLI] ol 212.171.000,00 354.318.458,00 389.182.769,00 430.702.804,00 459.268.887,00
Penyusunan Produk Hukum Daerah
Terfasilitasinya Penyusunan Produk <umizh Produk Hukum Daerah 325 500 212.171.000,00 500 354.318.458,00 500 389.182.769,00 500 430.702.804,00 500 459.268.887,00
Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)
{1.02.2.0.0002  Faslie Banan 536.678.000,00 711.276.158,00 746.140.469,00 787.660.504,00 £16.226.587,00
Terlaksananya Fasiltasi Bantuan Hukum | 24T13" Kasus yang Mendapatkan 2 12 536.678.00000 [ 12 71127615800 [ 12 746.140.469.00 | 12 787.660.504,00 [ 12 816.226.587,00

Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian
Qo B ukpican 319.095.000,00 471.934.858,00 506.799.169,00 548.319.204,00 576.885.287,00
Pengelolaan Informasi Hukum
Terlaksananya Pendokumentasian Jumlah Produk Hukum dan
Produk Hukum dan Pengelolaan Pengelolaan Informasi Hukum yang 325 500 319.095.000,00 500 471.934.858,00 500 506.799.169,00 500 548.319.204,00 500 576.885.287,00
Informasi Hukum Didokumentasi (Dokumen)
322;25.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama 1.048.413.750,00 1.536.284.386,00 1.670.197.753,00 1.827.287.528,00 1.949.217.933,00
jlegakeananyalias liasnasan S DT Dc e e e e 8 1 1.048.413.750,00 1 1.536.284.386,00 1 1.670.197.753,00 1 1:827.287.528,00 1 1.949.217.933,00
Daerah Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 1 1 1 1 1 1

Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

Kerja Sama Dalam Negeri 10 18 15} 15 5] 15

(Dokumen)
e SO 000 e s licerla S e 454.650.000,00 621.045.358,00 655.909.669,00 657.429.704,00 725.995.787,00
Dalam Negeri
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Jumiah Dokumen Hasil Fasiltasi

¥ { Kerja Sama Dalam Negeri 10 15 454.650.000,00 15 621.045.358,00 15 655.909.669,00 15 697.429.704,00 15 725.995.787,00

Dalam Negeri

(Dokumen)
‘:::r'%ze'g'e(:i‘“”m gazsltesikeracany 404.763.750,00 586.408.670,00 650.503.415,00 724.643.120,00 789.441.359,00
Teraksananya Fasiitasi Kerja Sama | Jumiah Dokumen Hasil Fasiltasi 8 1 40476375000 | 1 586.408.670.00 [ 1 650.593.415.00 | 1 72484312000 | 1 789.441.359,00
Luar Negeri Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)
CUUAERC L o B 189.000.000,00 328.830.358,00 363.694.669,00 405.214.704,00 433.780.787,00
Pelaksanaan Kerja Sama
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan | Jumiah Laporan Hasil Evaluasi 1 1 189.000.000,00 1 328.830.358,00 1 363.694.669,00 1 405.214.704,00 1 433.780.787,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Pengadaan Barang dan Jasa
(QOrang)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OOUTgl'..IIT COMEL TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 D AEFS\H KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN 2.813.315.636,00 3.070.388.654,00 3.307.292.606,00 3.586.824.198,00 3.791.709.658,00
Meningkatnya kualitas Efektivitas P Kebijakan 4.01.0.00.0.00.01.00
per ian dan P Perekonomian dan 0 100 2.813.315.636,00 100 3.070.388.654,00 100 3.307.292.606,00 100 3.586.824.198,00 100 3.791.709.658,00 | 00 - Sekretariat

pembangunan Pembangunan (Persentase) Daerah
01 032 DR Betaks snaan ebyjaka 770.685.636,00 1.140.006.814,00 1.246.169.577,00 1.370.001.034,00 1.467.763.684,00
Perekonomian
Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, | Jumlah Dokumen Hasil
Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang | Perencanaan dan Pengawasan 4 4 770.685.636,00 4 1.140.006.814,00 4 1.246.169.577,00 4 1.370.001.034,00 4 1.467.763.684,00
ditindaklanjuti Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,

Sinkronisasi, Monitoring dan

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 4 9 & 4 9 i

BUMD dan BLUD (Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil

Pengendalian dan Distribusi 4 4 4 4 4 4

Perekonomian (Laporan)
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi,
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 194.250.000,00 304.372.768,00 330.521.001,00 361.661.027,00 383.085.589,00
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, g‘;ic‘g::w&i:lga:ﬁ:l IZDaonvdmaS\,
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan T 9 4 4 194.250.000,00 4 304.372.768,00 4 330.521.001,00 4 361.661.027,00 4 383.085.589,00
Pengelolaan BUMD dan BLUD Evaluasi Kebijakan Pengelolaan

BUMD dan BLUD (Dokumen)
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian 173.250.000,00 281.272.768,00 307.421.001,00 338.561.027,00 359.985.589,00
Terlaksananya Pengendalian dan Jumiah Laporan Hasi

eriaxsanany: 9e Pengendalian dan Distribusi 4 4 173.250.000,00 4 281.272.768,00 4 307.421.001,00 4 338.561.027,00 4 359.985.589,00

Distribusi Perekonomian

Perekonomian (Laporan)
poLDd s suosRlisencanaanican 403.185.636,00 564.361.278,00 608.227.575,00 669.78.980,00 724.692.506,00
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Jumlah Dokumen Hasil
Terlaksananya Perencanaan dan Perencanaan dan Pengawasan 4 4 403.185.636,00 4 554,361,278,00 4 608.227.575,00 4 669.778.980,00 4 724.692.506,00
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)
4.01.03.2.02 - Belakeanaan paminiairas] 84.000.000,00 183.097.768,00 209.246.001,00 240.386.027,00 261.810.589,00
Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
EEirm e At el (S CEm R e 39 39 84.000.000,00 39 183.097.768,00 39 200.246.001,00 | 39 240.386.027,00 39 261.810.589,00
Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan

(Laporan)
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 84.000.000,00 183.097.768,00 209.246.001,00 240.386.027,00 261.810.589,00
Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan| Evaluasi dan Pelaporan 30 30 84.000.000,00 [ 39 183.007.768,00 | 39 200.246.001,00 | 39 240.386.027,00 | 39 261.810.589,00
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Pelaksanaan Pembangunan

(Laporan)
4.01.05.203 - Rengololaan Pengadaan 1.848.380.000,00 1.535.311.304,00 1.613.756.003,00 1.707.176.081,00 1.771.449.767,00
Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil Layanan
Tingkat Kematangan UKPBJ Pengadaan Secara Elektronik 7 i 1.848.380.000,00 17 1.535.311.304,00 {7 1.613.756.003,00 i 1.707.176.081,00 17 1.771.449.767,00

(Dokumen)

Jumlah Dokumen Hasil

Pengelolaan Pengadaan Barang 1.167 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400

dan Jasa (Dokumen)

Jumlah Orang yang Mengikuti

Pembinaan dan Advokasi 576 600 650 700 750 750
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OQUTCOME / KEGIATAN / INDIKA?UF:.SS.: COMEY TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PE: AA;IF&I;AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
QAR = eI 356.616.000,00 433.475.368,00 459.623.601,00 490.763.627,00 512.188.189,00
Pengadaan Barang dan Jasa
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jumiah Dokumen Hasil
Jasa 4 g 9 Pengelolaan Pengadaan Barang 1.167 1.200 356.616.000,00 1.250 433.475.368,00 1.300 459.623.601,00 1.350 490.763.627,00 1.400 512.188.189,00
dan Jasa (Dokumen)
401.03,2.03.0002fabenucloteanie 719.764.000,00 456.738.168,00 482.886.401,00 514.026.427,00 535.450.989,00
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Terkelolanya Layanan Pengadaan Jumiah Dokumen Hasil Layanan
H Pengadaan Secara Elektronik 17 17 719.764.000,00 17 456.738.168,00 17 482.886.401,00 17 514.026.427,00 17 535.450.989,00
Secara Elektronik
(Dokumen)
A.01.03.2 05.0008 5 Rembinaan day 772.000.000,00 645.097.768,00 671.246.001,00 702.386.027,00 723.810.589,00
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi | Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 576 600 772.000.000,00 650 645.097.768,00 700 671.246.001,00 750 702.386.027,00 750 723.810.589,00
(Orang)
01092 Ol ghomapianaiebichay 110.250.000,00 211.972.768,00 238.121.025,00 269.261.056,00 290.685.618,00
Sumber Daya Alam
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Evaluasi
Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, | Kebijakan Urusan Pertambangan
Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait| dan Sumber Daya Mineral, 4 4 110.250.000,00 4 211.972.768,00 4 238.121.025,00 4 269.261.056,00 4 290.685.618,00
SDA yang ditindaklanjuti Lingkungan Hidup, Kominfo,
Perhubungan, Statistik, Persandian
(Dokumen)
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi,
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 110.250.000,00 211.972.768,00 238.121.025,00 269.261.056,00 290.685.618,00
Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, | Sinkronisasi, dan Evaluasi
dan Evaluasi Kebijakan Urusan Kebijakan Urusan Pertambangan
Pertambangan dan Sumber Daya dan Sumber Daya Mineral, 4 4 110.250.000,00 4 211.972.768,00 4 238.121.025,00 4 269.261.056,00 4 290.685.618,00

Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,
Perhubungan, Statistik, Persandian

Lingkungan Hidup, Keminfo,
Perhubungan, Statistik, Persandian
(Dokumen)
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Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM
NO PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN KET.
Mew‘gﬁggnya 4.01.03.2.01 Pelaksanaan
i Kebijakan Perekonomian
Program kebijakan Bank
1 Perekonomian dan pengelolaan | 4.01.03.2.01.0003 Harkat
Pembangunan perekonomian | perencanaan dan
dan Pengawasan Ekonomi Mikro
pembangunan | Kecil
Program MeEilTsJ"l:Ztsnya 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja
2 Pemerintahan dan kebijakan Sama Daerah Kota
Kesejahteraan kesejahteraan | 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi | Tangguh
Rakyat Kerja Sama Luar Negeri
rakyat er) g
4.01.01.2.13 Penataan
Program Penunjan Meningkatnya oroansas
g Urusan jang Akuntabilitas 4.01.01.2.13.0001 Balap &
3 _ Kinerja Pengelolaan Kelembagaan Apel
Pemerintahan dan Analisis Jabatan
Perangkat — Kota
Daerah Kab/Kota Daerah 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata
Laksana

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan

rangkaian program

strategis yang menjadi fokus utama Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan visi

pembangunan jangka menengah. Program-program ini disusun berdasarkan isu

strategis daerah, kebutuhan pelayanan publik, serta arah kebijakan pembangunan

nasional dan provinsi. Melalui penetapan program prioritas, diharapkan pelaksanaan

pembangunan dapat lebih terarah, terpadu, dan memberikan dampak nyata bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas difokuskan pada upaya memperkuat tata kelola pemerintahan

yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong percepatan

pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu, program prioritas juga diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan

seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan daerah,

serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
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Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah dijalankan secara lintas
unit kerja, dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan, kebutuhan pendanaan,
serta hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Setiap program
didukung dengan indikator kinerja yang terukur agar proses monitoring dan evaluasi
dapat dilakukan secara konsisten dan objektif. Dengan demikian, Pemerintah Kota
Jambi berkomitmen memastikan bahwa program prioritas tidak hanya menjadi
dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sebagai wujud upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan,
dilaksanakan program kerja prioritas yang juga merupakan janji Walikota dan Wakil
Walikota, yang terdiri dari 11 (sebelas) program kerja prioritas. Dalam upaya
mendukung 11 Program Kerja Prioritas tersebut, Sekretariat Daerah dipercaya untuk
menjalankan kegiatan pada beberapa Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota
Jambi yang terdiri dari 4 Program Prioritas Pembangunan seperti dicantumkan pada

tabel diatas.
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Sekretariat Daerah merupakan
komponen penting dalam mendukung kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
Dalam konteks Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah, kinerja ini diukur
melalui indikator-indikator kunci yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas-
tugas koordinatif, administratif, dan strategis lintas perangkat daerah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 merupakan
bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota
Jambi.

Indikator dan target kinerja Sekretariat Daerah periode 2025-2029, sebagai
berikut :
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Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI

TARGET TAHUN
NO| INDIKATOR SATUAN KET.
2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

indeks Pelayanan | 397 | 398 4 4 4 4

Publik

Skor Kinerja

Penyelenggaraan Nilai 3 3,05 31 3,15 3,2 32
Pemerintah Daerah

Indeks Reformasi

Hukum Nilai 73 74,25 75,5 76,75 78 78

Nilai SAKIP

Komponen Nilai 10,77 10,79 10,81 10,83 10,85 10,85
Pelaporan

Persentase Tingkat

s:r?eahﬁza; BUMD | persentase| 8000% | 8300% | 8600% | 89.00% | 9200% | 92.00%

a. Indeks Pelayanan Publik

Peningkatan indeks pelayanan publik dari 3,9 ke 4,0 mencerminkan perbaikan
mutu layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sekretariat Daerah
berkontribusi besar melalui koordinasi pelaksanaan pelayanan terpadu, pemantauan
kepuasan masyarakat, dan fasilitasi reformasi birokrasi untuk meningkatkan
responsivitas pelayanan.
b. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sebagai Indikator dari Tujuan Renstra Sekretariat Daerah ini menggambarkan
kualitas keseluruhan tata kelola pemerintahan daerah. Target kenaikan dari 3,02 pada
awal periode (2025) menjadi 3,22 pada akhir periode Renstra (2029) menunjukkan
arah kebijakan untuk memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
kinerja pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah sebagai koordinator urusan

pemerintahan memiliki peran vital dalam memastikan tercapainya target ini melalui
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fasilitasi lintas perangkat daerah, optimalisasi perumusan kebijakan, serta penguatan
manajemen internal.
c. Indeks Reformasi Hukum

Indeks ini mengukur sejauh mana reformasi kebijakan dan regulasi
dilaksanakan secara sistematis. Target peningkatan dari 73 pada tahun 2025 menjadi
78 pada tahun 2029 menunjukkan adanya komitmen terhadap pembenahan sistem
hukum di daerah. Sekretariat Daerah, khususnya bagian hukum, berperan dalam
sinkronisasi peraturan, asistensi penyusunan produk hukum, serta monitoring
peraturan daerah agar sesuai dengan prinsip good governance.

d. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan

Komponen Pelaporan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan aspek krusial yang mencerminkan kemampuan perangkat
daerah, khususnya Sekretariat Daerah, dalam menyusun, menyajikan, dan
menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu, akurat, dan berbasis data yang
terukur.

Selama periode Rencana Strategis 2025-2029, nilai SAKIP komponen
pelaporan menunjukkan arah perbaikan secara bertahap. Hal ini sejalan dengan
upaya penguatan budaya kinerja dan transparansi akuntabilitas di lingkungan
Pemerintah Daerah. Pelaporan kinerja yang baik menjadi landasan dalam
pengambilan keputusan yang berbasis hasil (result-based management). Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada aspek pelaporan
menunjukkan peningkatan yang stabil dari 10,76 menjadi 10,86. Ini mencerminkan
upaya perbaikan dalam aspek struktural dan manajerial organisasi perangkat daerah.
e. Persentase Tingkat Kesehatan BUMD dan BLUD

Kinerja ekonomi daerah turut diukur melalui indikator kesehatan Badan Usaha
Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, dengan target meningkat dari 80%
ke 92% selama periode Renstra. Sekretariat Daerah mendukung pencapaian ini
melalui penguatan koordinasi antar bidang, fasilitasi regulasi, serta pembinaan
kelembagaan BUMD/BLUD agar berorientasi pada hasil dan profesionalisme.

Secara umum, tabel Indikator Kinerja Utama Renstra Sekretariat Daerah Tahun
2025-2029 menunjukkan arah pembangunan yang progresif, dengan fokus pada
peningkatan kualitas pemerintahan, hukum, kelembagaan, pelayanan publik, dan
penguatan BUMD/BLUD. Target yang ditetapkan mencerminkan perencanaan yang
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realistis namun ambisius untuk mendorong kinerja pemerintah daerah yang lebih
efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tabel 4.6

INDIKATOR KINERJA KUNCI

TARGET TAHUN
NO| INDIKATOR SATUAN KET.
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Persentase jumlah Tidak ada
total proyek kontrak
konstruksi yang infrastruktu
dibawa ke tahun r dengan
berikutnya yang nilai besar
ditandatangani pada yang perlu
kuartal pertama Persentase 0% 0% 0% 0% 0% 0% pembangu
nan dalam
3 kuartal
yang
ditandatang
ani pada
kuartal
pertama
2 |Persentase jumlah
pengadaan yang
Persentase| 96% 97% 98% 99% 100% 100%

dilakukan dengan
metode kompetitif

3 |Rasio nilai belanja

yang dilakukan Persentase|  55% 60% 65% 68% 70% 75%
melalui pengadaan

4 Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri Dan
Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, Dan
Koperasi Pada
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah Daerah

Persentase -8% -10% -9% -1% -T% -1%

Sumber : Bagian PBJAP Setda Kota Jambi
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029
ini disusun sebagai pedoman perencanaan kinerja lima tahunan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian visi dan misi
Pemerintah Kota Jambi.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, target capaian,
program, dan kegiatan prioritas yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi pemerintahan serta memperkuat koordinasi, fasilitasi, dan

sinkronisasi kebijakan antar-perangkat daerabh.

5.1 CATATAN PENTING

a. Renstra ini merupakan dokumen rujukan bagi seluruh unit kerja di lingkungan
Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) setiap tahunnya.

b. Capaian kinerja yang diuraikan dalam dokumen ini harus menjadi perhatian
utama seluruh bagian-bagian, pimpinan dan pelaksana, khususnya dalam hal
perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

c. Penyesuaian target dan program dimungkinkan apabila terdapat perubahan
regulasi, kebijakan nasional, atau kebutuhan daerah yang bersifat strategis.

d. Pelaksanaan Renstra harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi,

efektivitas, efisiensi, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

a. Seluruh program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Jambi harus selaras
dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RKPD, dan
KUA-PPAS.

b. Dokumen Renstra ini dijabarkan ke dalam Renja yang memuat tujuan,sasaran,
target tahunan, indikator, serta kebutuhan sesuai rencana dan tujuan setiap
bagian.

c. Capaian pelaksanaan Renstra wajib dievaluasi secara berkala melalui Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) dan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). b
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d.

e.

Pelaksanaan Renstra dilakukan dengan memperkuat koordinasi antar-bagian
di lingkungan Sekretariat Daerah serta dengan perangkat daerah lainnya.
Setiap program dan kegiatan harus mengedepankan prinsip good governance,

yakni partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan keadilan.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

a.

Seluruh unit kerja wajib memahami dan mengimplementasikan Renstra ini

melalui kegiatan sosialisasi internal.

. Setiap Bagian/Subbagian di Sekretariat Daerah wajib menyusun Renja dan

Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan sasaran dan target Renstra.

. Pelaksanaan Renstra harus didukung peningkatan kompetensi aparatur melalui

pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis.

. Diperlukan sistem pemantauan kinerja yang terintegrasi untuk memastikan

ketercapaian target Renstra secara akurat dan tepat waktu.

. Setiap akhir tahun, hasil pelaksanaan program dan kegiatan disusun dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) sebagai bagian dari evaluasi

Renstra.

Dengan berpedoman pada Renstra ini, diharapkan Sekretariat Daerah Kota

Jambi dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, memperkuat tata kelola

pemerintahan, serta memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan

pembangunan daerah serta visi misi Kota Jambi secara berkelanjutan.
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Indikator Sub Kegiatan

Indikator Sub Kegiatan

| Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi
Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,

dan Evaluasi
BUMD dan BLUD

| Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi
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| Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan
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Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
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